WALIKOTA PADANG PANJANG

Menimbang

Mengingat

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 17 TAHUN 2006

TENTANG

PENJABARAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2005

WALIKOTA PADANG PANJANG,

bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2005, perlu ditetapkan suatu Penjabaran Perhitungan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang
Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2005,

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
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Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4048);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3988);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389),

or 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara

Undang-Undang Nom ' _
e : hun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400),

Republik Indonesia Ta

25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

-Undang Nomor .
Undang-Undang ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),

2004 Nomor 104, Tamb

- or 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negma Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123,
Undang UnLda:ﬁ) ;I;:T’Ne gara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005
;lfmbsllrzl; NZgara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)

em

ang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran

004 tent .
Undang Nomor 33 Tahun 2 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),

Undang- donesia Tahun 2004 Nomor

Negara Republik In
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Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36),

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi
dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4023);

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001' tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574),

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593),

den Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
sia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah
2 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran

Keputusan Presi
Republik Indone |
dengan Keputusan Presndgn Nomor 7
Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
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Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan
Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 3 Seri E.3);

Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004-2008
(Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 31 Seri E.17),

Peraturan Daerah kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang
Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005 Nomor 9 Seri A.1);

Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Padang Panjang Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005 Nomor 49 Seri A.4 ),

Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang
Panjang Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2006 Nomor 62 Seri A.6);,

ota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang

Peraturan Daerah K X :
garan 2005 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2006 Nomor 23 Seri A.3);

Panjang Tahun Ang
Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Prosedur Penetapan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kota Padang Panjang.



-5-
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG TENTANG PENJABARAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2005

Pasal 1
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Setelah Perubahan Rp. 126.750.618.702,00
b. Lebil/ Kurang Rp. 3.450.750.832.67
Jumlah Realisasi Pendapatan Rp. 130.201.369.534,67
2. Belanja
a. Setelah Perubahan Rp. 153.741.3 14.822,00
b. Lebil/ Kurang Rp. (22.465.876.435.90)
Jumlah Realisasi Belanja Rp. 131.275.438.386,10

Rp. (1. 074.068.851,43)
3. Pembiayaan

3.1. Penerimaan:

a. Setelah Perubahan Rp. 36.671.203.505,26
b. Lebih/ Kurang . Rp. 0.00)
Jumlah Realisasi Penerimaan Pembiayaan Rp. 36.671.203.505,.26
n:
3'2' }:ngseg:;; Perubahan Rp.  9.680.507.385.26
b. Lebih/ Kurang . Rp.  25.916.627.268.57
Jumlah Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Rp. _35.597.134.653.83

Jumlah Realisasi Pembiayaan Rp. 1.074.068.851,43




Urusan Kas dan Perhitungan (UKP)
1. Penerimaan:
a. Setelah Perubahan
b. Lebih/ Kurang
Jumlah Realisasi Penerimaan UKP

2. Pengeluaran:
a. Setelah Perubahan
b. Lebit/ Kurang
Jumlah Realisasi Pengeluaran UKP

Pengembalian/ Contra Pos (CP)
a. Setelah Perubahan

b. Lebih/ Kurang
Jumlah Realisasi Pengeluaran UKP

Lampiran-lampiran sebagaimana terseb
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Pasal 2
Rp. 0,00
Rp. 3.936.883.012.00
Rp. 0,00
Rp. 3.936.883.012.00
Pasal 3
Rp. 0,00
Rp. 26.283.244.00
Pasal 4

Rp. 3.936.883.012,00

Rp. 3.936.883.012,00

Rp.

ut dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

26.283.244,00
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Pasal §

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang

Panjang.

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 4 Septewted Y006 M

Diundangkan di Padang Panjang
padatanggal : 4 Septewkec 2006 M

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG/

'AFRIADY

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2006 NOMOR 24 SERI A. 4



